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KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 315 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat telah melakukan evaluasi terhadap rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tetang APBD dan
rancangan Peraturan Bupati Merangin tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam
Keputusan Gubernur Jambi Nomor
1348 /KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2019 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Merangin tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

b. bahwa terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Bupati bersama DPRD Kabupaten Merangin telah
melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Merangin tetang APBD dan rancangan Peraturan
Bupati Merangin tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2020 untuk penyempurnaan yang ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin Nomor 8
Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil
Evaluasi Gubernur Jambi terhadap Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun
Anggaran 2020, agar Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;



Mengingat

C.

: 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Merangin tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44 38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor
4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan

BUPATI MERANGIN



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.467.984.222.008,46
2. Belanja Daerah Rp. 1.675.925.532.176,40
(Defisit) (Rp. 207.941.310.167,94)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 207.941.310.167,94

b. Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Ré.) 207.941.310.167,94

Q)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp95.221.421.001,09
b. Dana perimbangan sejumlah Rp1.079.581.036.003,45
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp293.181.765.003,92

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah Rp27.132.360.000,00
b. Retribusi daerah sejumlah Rp6.893.726.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp5.755.885.001,09

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
Rp55.439.450.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp73.295.863.003,45

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp758.852.555.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 247.432.618.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp48.834.400.000,00
b. Dana darurat sejumlah Rp0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp53.586.433.003,92



(2)

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp174.860.932.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
sejumlah Rp15.900.000.000,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp837.148.747.500,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp838.776.784.676,40

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

Belanja pegawai sejumlah Rp550.650.335.000,00
Belanja bunga sejumlah Rp0,00

Belanja subsidi sejumlah Rp0,00

Belanja hibah sejumlah Rp15.319.500.000,00
Belanja bantuan sosial sejumlah Rp0,00

Belanja bagi hasil sejumlah Rp3.172.173.600,00

Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp267.006.738.900,00
. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00

R R N

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp68.822.719.527,00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp279.548.913.186,49
c. Belanja modal sejumlah Rp490.405.151.962,91

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp207.941.310.167,94
b. Pengeluaran sejumlah Rp0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
sejumlah Rp57.941.310.167,94

Pencairan dana cadangan sejumlah Rp0,00

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp0,00
Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp150.000.000.000,00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp0,00
Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp0,00

mo a0 o

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp0,00



b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp0,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Merangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum

dalam Lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

© %N o

11.

12.
13.

Lampiran I Ringkasan APBD;

Lampiran II  Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V = Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII Daftar piutang daerah;

Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

. Lampiran X  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lainnya;

Lampiran XI  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan
dalam laporan realisasi anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.



Pasal 7

Dalam hal realisasi pendapatan daerah tidak sesuai dengan target yang telah
ditetapkan maka Pemerintah Daerah berhak melakukan penundaan
pembayaran belanja, pembatalan kegiatan dan rasionalisasi belanja yang
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
ttd

HENDRI MAIDALEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI:
(10-123/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
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